LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 7 Tahun 2000 ; Serie : B Nomor 2

.. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
.h NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSIT RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

Menimbang : a. bahwe dengan telah ditetapkannya Undzng
.Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentanj Fejak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka F=tribusi
Pemeriksaan dan Penggunaan Rumah Polong
Hewan dalam Wilayah kabupaten Magelang

perlu disesuaikan ;
'.a.

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian
ssbagaimana  dimaksud  huref 3,  periu
ditetapkan dalam suatu Peraturan Daera.

Mengingat . ¥ Undang-undﬂnr; Nomor 13 Tahun 1930 jo.
_ Peraturan Pemerintah Nemer 32 Tahun 1930
| ‘te N9 ¢ . Pembentukan Daerah-dagrah

Kabupaten' dalam: Li:ﬁh&hﬁ;unup.omnsi Jam

! DOKUBENTA &1 ft i SOMAS] Hokl

KABUPA =N LATI It MACEL ANG

———

-
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang
Ketertuan Pokok Peternakan dan kesehatan
Hewan (Lembaran negara Republik Indonesia
Tahun 19€7 Nomor 10, Tambahan Lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 2824) ,

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribua Dggda®
(Pokok 22 Tahun 1999 tentang Pernerd 1
Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesa
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3837) ,

Undang Undang Nomor 22 Tahwn 1993
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Mecara |
Tahun 1999 Nomor 60, Tarnbahan Lembaran
negara Nomor 3839) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 15587
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Megara
Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Momor 3692) ;

Keputusan Menteri Pertanian  Nomor
2G5/Kpts/TN.241/5/89 tentang Pemotorgan
dan Penanganan Daging Bab dan Hasd

Tkutannya | .

Keputusan  Menten  Pertanian Nomor
413/ Kpe/TN.241/5/92 tentang  Pematorgan
Hewan Potong dan Penanganan Daging Seita
[kutannya |

Keputusan Menteri Dalam Negert Noinor 174
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata 2ara

Pemungutan Retribus Caevah |

i ‘. o (]
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9, Peraturan Daerat Kabwpaten Caerah Tingkat 1T
Magelang Nomor & Tahun 1983 tentang

Penviiik Fegavwat Negen Sipit il Lingkungan
Pemeriniah  Kabupaten  Daerah Tinghkat 11
Magelany.

Dengan Peirsetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
( Keputusan Dewan Nomor 48 Tahun 2000 )

MEMUTUSKAN

Menetaphan : PERATURAN DAERAF KABUPATEN Mg3SZLanG
TENTANG RETRIBUST RUMAK POTOMG ¢ il

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah int yang dimaksud dengan ¢

Da=rah adaloh Kabupeten Mageking ;

Pervenintab Daeran adalah Pemienintah Daes ah Kabopatea Mageian |
Bupali Kepala Deerah adalah Bupati Magelang |

Pejabat adalah peganal yang diben tugas ertean & bhdaryg retmbust
daerah seanal pratisan prrundangan yang berlaky |

e. Rumah Potong Hewan adalab suatu tenpatl atay banguian umam yang
disediakan dan dkeloly oieh Pemerintan Deeral serta digunakan untuk
temotong hewan |

a p T @
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Pernctongan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging mulai dari
persiapan, penyembelihan dan penyelesaian penyembelihan ;

Penyembelihan adalah proses mematikan hewan yang dilakukan,
kecuali babi , oleh juru sembel'h beragama Islam dan menurut tata
cara vang sesual dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ;

Daging adalah bagian-baglan hewan hasil pemotongan hewan yang
lazirn dikonsumsi manusia, Kecuali yang telah diawetkan dengan zara
lain selain pendinginan ;

Hewan Potong adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, dornba, babi, dan
unggas yang biasa dimanfaatkan untuk dikonsurnsi manusia yang
selanjutnya disebut hewan

Kandzang adalah bangunan di lingkungan rumah potong hewan yang
dipergunakan khusus untuk menampung hewan yang akan dipotong ;
Surat Kesehatan Hewan adalah surat yang menerangkan tentang
kezdaan hewan yang telah diperiksa ;

Jagal adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan
pernciongan hewan sebagai mata pencaharian ;

Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Magelang ;

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya diingkat
SPTRC adalah surat yang digunakan' oleh wajib retribusi untuk
melaporkan perhitungan dan pembayaran vang terhutang menunut
peraturan retribusi ,

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang meﬂ
persturan perunclangan diwajibkan untuk melakukan pemba

retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi ;

Surat Ketetapan Retribusi Dasrah yang selanjutnya disingkat SKRED
adalah surat keputusan yang menentukan besarrya jumlah retribus
yang terhutang ;

Masa Retribusi adalah jangka wakiu tertentu yang merupakan batas

waltu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkian jasa dan perijinan dari
pernenntah daerah ;
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r.  Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjunya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusl dan atau sanksi administrasi
berupa bunga atau denda ;

5. Penyidik Pegawai Negerl sipll aclalah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang diberi
wewenang khusus oleh Unclang Undang untuk rmelakukan penyidikan
terhadep pelanggaran Peraluran Daerah yang memuat ketentuan

l‘. pidana ;

L. Pemotongan Hajat adalah pernotongan hewan yang tidak dijadikan
usaha alzu pencabarian ;

u. Pemotongan Ritual Keagamaan [ adat-istiadat adalah pemotcngan vang
inerupakan bentuk ritual keagamaan / adat istiadat.

BAB 11
DIIN JAGAL

Pasal 2

(1) Jaocal harus mendapat ijin dari Bupati Kepala Dasrah yang wemuat
nama, jenis hewan yang dipotcng, dan tempat tingaal pemahon.

(2) Ijin Jagal yang dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Da=sah inj,
baifaku selama S (lima) tahun dan dapet dipetpanjang kembal.

t’ Pasal 3

(1) Talacara memperoleh [jin jagal sbagaimana pasal 2 Peraturan

Daerah ini sebagal berlkut :

Pemohon mengajukan  permohonan tertulis kepada Bupatl Kepala

Dazrah lewat Kepala Dinas peternakan dengan mengist foantlir

peirmobhonan dilampin :

a. Folo copy Katu Tanda Penduduk bagl pemohdn perorangan ;
atau Foto copy akia Pendirian perusahaan 2agl pn.;nﬂ?wn badan
hukum ;

b. Rekomendasl / saran pertimbangan dari Camat setempat

y
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c. Nomar Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon Lerbadan

hukum ;
d. Bagi pemochon yang melakukan pemotongan di luar Rumah
Potong Hewan pemerintah, melampirkan gembar / denah tata

letak bangunan dan Ijin HO. Dan atau lokasi.

Pasal 4

(1) Permohonan Ijin Jagal dapat ditolak karena : .
a. Tidak memenuhi syarat teknis petemakan ;
b. Bertentangan dengan ketertiban / kepentingan umum ;
c. Tidak mermiliki Ijin HO dan atau ljin Lokasi begi jagal yang
melakukan pemotongan di luar Rumah Pemctongan Hewan

pemerintah.

(2) Penclakan permohonan ljin Jagal dimuat dalam Surat dengan cisertai
alasannya.

Pasal 5

(1) [jin Jagal dapat dicabut kemntali apabila :
a. Tidak memenuhi lagi persyaratan teknis yang telah ditentukzn ;
b. Tidak menunjukian kegiatan usaha dalam waktu saty tshua

berturut-turut ;
c. Melanggar peraturan yang Lerlaku,

(2) Pencabutan [jin Jagal dilakukan oleh Bupati Kepale Deerah atau .
Pejabat yang diberi wewenang untuk itu

Pasal 6

1jire Jagal yang telah diberikan sebagaimana pasal 2 Peraturan Daevah ini
tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain,
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BAB III
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUST

Pasal 7

Retribusi ini beinama Retribusi Rumah Potong Hewan.
Pasal 8

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong

Hewan meliputi . _

a.  Penyewaan Kandang ;

b. Penariksaan Kesehatan Hewan sebslum dipotong ;

c Pemakaian tempat pemotongan ;

d. Pemzkaian tempat pelayuan daging ;

e.  Pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong.
Pasal 9

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan wvang
menggurakan fasilitas Rurnah Potong Hewan.

Pasal 10
Waijib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan
fasiitas Pumah Poteng Hewan sebagaimana tersebut dalam Pasal @
Peraturan Daerah ini.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUST

Pasal 11
(f ) Hetnhusi Ruman Potong Hewan adalah jass yang disediakan oleh
pranenntah doerah atas rumah Potong Hewan dan perlenghapan dan
kegiatan laanya yang betkaitan dengan pamotongan hewan.

(2) Petribust yang dimaksud pasal (1 ayat (1) termasuk golongan
1etiibusi jasa usaha,
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BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat Fenggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak

serta jumlah ternak yang akan dipotong.

BAB V

¢

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 13

Prinsip penetapan Tarip retribusi Rumah Pemotongan Hewan didasarkan
pada tuuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengcani
biaya administrasi, biaya pembangunan, perawatan Rumah Pemactorgan

hewen, kebersihan dan pelayanan pemotongan hewan.

Pasal 14

(1) Struitur tarip digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan

jumlah temak ;

(2) Struktur dan besamya larip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sebagal berikut :
a. Biaya pemctongan tiap ekor :

- Sapi, kerbau, kuda, sebasar Rp.
- Kambing dan domba sebesar Rp.
- Babl sebesar Rp.
- Unggas sebesar Rp.
b.  Pemeriksaan kesshatan hewan tiap ekor :
- Sapi, kerbau, kuda sebesar Rp.
- Kambing dan domba besar sebesar Rp.
- Babi sebesar Rp
- Unggas sebesar Rp.

15.200.-
2.000,-

25.000,-

50.000,- —

4.000,-
1,350,
4.000,-

50,-
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€ Pemeriksaan daqing ulang : ’
- Sapi, babi, kerbau, kuda per kilcgrarn Rp. 450,-
- Kambing, domba par kilogram sebesar Rp. 250,-
- Unggas per ekor sebesar Rp. 50,-

(3) Penghitungan tarip retribusi sebagairnana tercantum . datzm;
penjelasan peraturan daerah Inl yuang merupakan bagian tak
terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(4) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus
disetorkan ke Kas Pernerintah Daerah,

BAE VII
SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 15

(1) Setizp hewan yang akan dipotong harus dlperrksa kesehatannya
ter'ebih dahulu oleh petulgas.

(2) Setiap hewan yang akan dipotong, kecuali unggss harus mamenuhi
cyarat ;

z.  Liserlai Surat Kepemilikan ;

b.  Ciserlai bukti pembayaran retribusi ;

¢. Untuk hewan betina dinyatalan dalam keadaan tidax bunting
dan sudah tdak produktif cleh petugas pemeriksaan ;

d. Calam pemeriksaan sebagaimana ayat (1) pasal i dinyatakan
diijinkan untuk dipatong paling lama 24 (dua puluh empat) jem
setelah pemeriksaan dilakukan,

e. Litirahatkan di kandang penampungan paling sedikit 12 (dua
bedias) Jam sebelum pemaotongan,

(3) Dzlan hal pemotongan darurat, syarat syarat tersebul pada ayat (2)
husuf d dan e pasal inl tidak perlu dipenuhi,
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Pasal 16

Permotongan darurat sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (3) Peraturan
Dazrah ini, dilakukan dalarn hal hewan :

a. Menderita kecelakaan yang membahavakan jiwanya ;

b. Membahayakan keselamatan manusla atau harta benda,

Pasal 17

Apablla penyembelihan darural dilakukan di luar Rumah Potong Hewan
maka dalam waktu paling lama 1 (satu) jem selelah hewan dipotong segera
dilakukan psmeriksaan post mortsm.

Pasal 18

Setelah hewan dipotong dan sudah tidak bergerak dan darahnyz berbent
mengalir serta dilakukan penyelesaian pemotongan, petugas pemeniisa
ekan melakukan pemeriksaan post mortem.

Pasal 19

Pada saat perneriksaan post mortemn petugas pemeriksa mempunyal
wewenang untuk mengiris, membuang sepenuhnya bagien-bagian daging
yang tida« layak konsumsi, mengambil daging untuk keperluan pemeriksaan
mendapat / laboratorium serta memerintahkan pemusnahan daging yang
dilarang dedarkan untuk dikonsumsi.

Pasal 20 9

Daiarn pemeriksaan post mortem, petugas pemeriksa berdasarkan syaat-
syzrat teknis kesehatan hewan, menyatakan bahwa daQing tersebut :

a.  Dapat diedarkan untuk dikonsumsi |

b.  Dapat ciedarkan untuk dikonsumsi dengan syarat sebelum dedarkan,
C Dapat ciedarkan untuk dikonsuvsl dengan syarat selama peiedaran
d Ditarang diedarkan untuk dikonsumst

Dipindai dengan CamScanner
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BAB VIIL
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pacal 23 -
Retribus dipungut di wilayoh Daerah,
BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 24

(1) Retiibusi dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retrib.s Dasr2h
(SKRD) atau dokumen lain yang disamakan ;

{(2) Pemungutan retribusi dilakukan di tempat dan pada hen psiavanan
oleh petugas pemungut. ;

(2) Dalamn hal wajib retnbusi tidak membayar tepat waktu atau kumang
bayar, dikenakan sanksi beirupa bunga sebesar 2 % (du: persen)
setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kur: g beyar
dan ditagih dengan menggunakan STRD ;

(4) Dalarn hel wajib retribusi tidak membayar tepat wakiu ats kumang
bayar, pet.gas pemungut rmemberi Surat Teguran ataw sarat En
yang sejernis ;

(5) Da'an jangka wikiu 7 (tujuh) har setelah tanggal dternmanye Suiat
wbagaimana dimaksud ayat (4) i atas, wab Reinbus harus
rnelynas retribug yang Lterutang,

Pasal 285

Hasil penerimaan tedribusi harus disetor ke kas Daerah daiam wakiu vang
‘ ditmtuki!n oleh Bupat! kepala, Deei gy

TSI IR L [ & 3 i\ " "L I
b ‘-i"fllf s/ i
; . ' ,

Dipindai dengan CamScanner
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EBAB X
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan dapat memberiian
pengurangan atau pembebasan retribusi ;

Permohonan  keringanan  atau  pembebasan  retribusl untum
pemotongan ritual keagamaan / adat istiadat dapat dilakukan secar
Rolelif atau perwakilan ;

Tatz cara pamberian pengurangan atau pembebasan retnbus,
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati
Kerala Daerah. -

-

BAB XI
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 27

Dilarang 'memotang hewan selain di Rurnah Potong Hewan kecuai
mendapat jin dari pejabat yana berwenang ;-

Dilaizng melakukan pamotongan, * péngangkutan, penjualan atau
tindakan lain yang menyebabkan bercampumya babi, daging bnblo)
serta hasll ikutannya ke dalam daging hewan poteng lainnya.

Dilarang rmengedarkan daging sebelum mendapat in dan tanda cap
dari petugas pernenksaan daging.

Lar-angan'dé:am eyal (1) pasal ini dikecLalikan untuk pemgtongan

darurat, pernctongan hajet dan pematongan ritual keagamaan / adat |

istiadat, denganunengindabkan-peratuanyang-beila ke i
PUSAT A RINTAN |

OCUMENTPSI D295 St
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BAE XIJ,
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

(1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Ini diserahkan kepada Yepala
Dinas Peternakan Kabupaten Hagﬂlang

(2) Pengawasan alas pelaksanaan F‘aratumn Deerah ini  ciserabikan
kepada kepala Inspektorat Wilayah Kabupalen Magelang.

"

BAB XLII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29
(1) Semua penyimpangan dari Peraturan Daerah ini adalah peianggaran.
(2) Pelenggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam *urungan

selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tinggiwa Rp.
300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

-

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30
Selgin oleh pejabat Penyidik Umurn penyidikan ams tndak pidana
sebagaimana pasal 29 Peraturan Daerah 'inl dilakukan oleh Peaydi
Pegavrai Negeri Sipil .

Pasal 31

Palaim  rmzaksanakan tugas penyidikan, Peoyidih Pegawal Negell Sinl
sebagdaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerab inl DErwenang :

a.  Merenma laporan ateu pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindax piglana ; -
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Melakukan tincakan pertarna pacla saat itu di ternpat kejadian atau
melakukan pemeriksaan ;

Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda
pergenal |

Melakukan penyitaan benda atau surat-surét ;

Mengambil sidik jari atau memotret seseorang ;

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai terfaru;kaa
atau saksi ;

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dergan
pemeriksaan perkara ;

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung
jowabkan ;

Menghentikan penyidikan setelah mendapat bahwa tidak cukup buks
adanya tindak pidana ;

Membuat berita acara atas pelaksanaan dah hasil penyidikan yang
szlanjutnya diserahkan kepada penyidik urnurn.

BAE XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32 )

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daeiah
atau ketentuan lain di bawahnya yang bertentangan dengan
Feraturan Daerah inl dinyatakan tidak bedaku lagl.

Feraturan Dacrah ini mulal berlaku secara efektif selambat-lambatnya
1 (satu) tahun setelah ditetapkan,
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BAE XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelalsanaannya, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 34
Pzraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangian.
Adar supaya sebap orang dapat mengetahuinya, me rerintahizn

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempetz-rya dalem
Lembaran Da2srah Kabupaten Magelang.

Cisahkan di Kotz M inghid.
Pada tanggal 22 Ma et 2000

BUPATI MAGELA NG
T,
DRS. H. HASYIM AF ANDI

Diundangkan dalam Lembaran Dazrah
Kabupaten Magalang
Momor 7 Tahun 2000 Tanggal 22 Maret 2000
Seri B ; Nonor 2
Selrataris Daerah,

Tl

Qrs. H. SOLECHIAN AS,
Pembina Utama Muds

NIP. 500 034 460
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 0

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan disshkannya Undang Undang Nomor 1€ Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dazrah, maka Peraturar Daeran
yai'g mengatur tentang Pajak Daerah dan Refribusi Czerzh o
Kzbupaten Magelang menjadi tidak sesuai l2gi dengan perundang-
undangan yang berlaku.

Sementara itu dalam rangka meningkatkan laju pelskzanzan
perbangunan daerah, maka diperlukan penyediaan dane yang culup
yar ¢ antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi Rumah Pemotongan Hewan menurut Undang Urcang
Nomaor 18 Tahun 1997 merupakan Ratribusi Daerah, untuk itu maka
Ferz! sran Daerah yang mengatur tentang Ratribusi Potong Hewan
perlu disesuaikan dengan perundangan yang berlaku agar marpu
menngkatkan pendapatan Asll Daerah dari sector retribusi Daerah.

?

1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Facal 1 huaf as/d. F ;. Cukup jelas.
Pasal 1 huuf g c Yang  dmaksud  penyerntelhan
menyrut tata cara sesucl Falwa
Majels Ullma Indonesia adalah,
nenyenbebhan hewan cilahukan
dengan anlara lain -
Mernbaca Bagnallah
sebalumnya ;
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Memutus jalan nafas
(hulgum) ;

- Memutus jalan
makanan (rnari’)

- Memutus jalan nadi
(wadajain).

Dengan demikian daging
(termasuk daging unggas)
yang berasal dari
pemotongan di |e@r etz
cara sels gaimana
pengertian pada pasal 1
huruf (g) Peratura . Daerah
ini, kecuali daging bab,
dilaeng diedarkaan dan

diperjualbelikan.
Penyimpangan dan
ketentuan  ini  adalah
pelanggaran.

Pasal Il huruf hs/d.s : Cukup jelas.

Pasal Il huruf t :  Pemotongan hajat adalah
pernotongan untuk hajat keluarga,
missal : perkawinan, Khitanan,
dan lair-lain.

Pasal I huruf u . Pemotongan darwat dilaksanakn
dalam hal  hewan vamng
bersangkutan :

a Mendenta kecelakaan vyang
membahayakan javanya ;

b. Membahayakan manusia dan
atau harta benda.
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Fasal 1 hunuf v

Pasal 2 s/d 13

Fasal 14
Investas

L o

vdurne Pelayanan

18

Pemotongan ritual keagzmaan |
adat Istiadat adalah pematorgan
yang hanya permnctongan ity
sendisl rnerupalan ritual
keagamaan [ adat istiadat, rnscal
pemotongan untuk ibadzh Idhul
Adha, sedangkan  pemotorgan
karena dagingnya diperlukan pada
upacara keagemaan [ adat4sliadat
tidak termasuk dalam pengertian
Ini.

Cukup jelas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 1997, tentang
Retribusi Daerah, prinsip dan
sasaran dalem penetapan tarf
retnbusi jasa usaha didasarkaa
pada tujuan untuk memperdeh
keuntungan yang layak
sebagaimana keuntungan yang
pantas diterima oleh pesngusaha
swasta sejenis yang bercperssi
secara efisien dan bercrentasi
pada harga pasar.
Memperhatitan tarsebut
didapat  wmus penentum ta¥
sebagai berikut :

senmem e wemnennemen o Blaya Operasional 4+ bova peravwatan
LUl emnrni*s

= =ees

”

"n
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Dari rumus  penghitungan  tarif tersebut of  atas  dapat  dilakukan

penghitungan tanf sebaqga berilag ¢

1. Penghtungan tanf sapi, kerbau, dan kuda ;
- Investasi RPH =

- Umur ekonomis

- Biaya operasion|

- Biaya pemelharaan
- Volume pelayanan

300.000.000,-

Rp. 300.000.000,-
15 tahun

Rp. 1,000,000, -
Rp. 2.000.000, -
1.200 ekor.

s memnmee 1,000,000, + 2.000.000,-

15
TARIF =

1.200

2. Penghitungan teril pemotongan unggas :
= Investged =
- Umur ckonomis

- Blaya operasionz|

- Biaya pemelihaiaan
- Yolume pelayaran

oW i

70.000.000,-

= Rp. 15.200,-

Rp. 70.000.00 . -
15 tahun

Rp. 500.000 -
Rp. S00.000.-
1.700 ebor.

e o= 4 500,000, + 500,000,

15
TABIE ot s s s>

1.7C0

roemem oo 3 RY, 3.350,;

Dipindai dengan CamScanner



20

Penghitungan tarif pemeriksaan daging ulang :

- Biaya Investasl = Rp. £.000.000,-
- Umur ekonomis = 5 tahun
- Biaya operasional = Rp. 120.000,-
- Biaya pemeliharaan = Rp. 1,200.0C0,-
- Volume pelayanan = 4000 kg.
5.000.000,- a;
meememeeeee 4 120.000,- + 600.000,- '
5
TARIF = e e e = Rp, 450,-
4.000 ‘
Penghitungan tarif pemotongan unggas :
- Biaya investasi = Rp. 5.000.000,-
- Umur ekonoinis = 5 @ahun
- Biaya operasional = Rp. 1.800.000,-
- Biaya pemeliharaan = Rp. 1.800.0CQ,-
- Volume pelayanan = 100.000 eker.
5.000.,000,- ),
------- + 1.800.000,- + 1.800.200,-
5
TARIF =  sereeremsmescns st s sm s e s mmneem cemeee 33 R, 50, -
1.000.000
Fasal 15 sfd 16 ¢ Qukup jelas,
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Pasal 17 + Peda penyembelihan darurat maka
pemillk  hewan hzrus segera
membawa hewan vang dipotong
ke Rurnah Potong Hewar: atau
menghubungi petugas agar paling
lama 1 (satu) jam setelah
pernaotongan hewan bisa dilakukan
pemeriksaan post mortem, yaitu
pemerikeaan setelah pemotongan
untuk kesehatan daging secara
utuh dan urtuk menentukan
apakah daging memeruhi syarat
atau aman untuk dikonsu nsi atau

tidak.
Pasal 18s/d 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 :  Bupati Kepala Dasrah berfasarian

permohcnan seorang @t « badan
atau lembaga bisa me berikan
pengurangan atau pen jebasan
retribusi pematongan.

Misal : pemotongan hewan

qurban.
Pasal 27 . Cukup jelas.
Pasal 18 . cukup jelas.
Pasal 29 ayat (1) + Cukup jelas.
Pasal 29 ayat (2) v Ancaman kurungan atau deada

sebagaimana dimaksud pasal 29
ayat (2), dapat dirincl berdasarkan
tingkat pelanagarannya, sebagai
berikut
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1. Melalukan usaha jagal tanpa (jin,

2. Mamotong hewan di luar RPH Banpa din,

3. Memctong bhewan tanpa  disertal  sural
kepemilikan vang jelas,

4. Memotong hewan betina proaduktif (Lunting)

5. Mengedarkan daging tanpa ijin dan yang
cilarang chedarkan atau belum memenuhi
syaral. :

6. Mengedarkan daging yagn disembelit tidak
sesuai Jengan peraturan,

7. Melskusan pemotongan, penganglkutan,
penjus an  stau  tindekan  lain yang
menyedabkan bercampurnya daging babi
serta hasl ikutannya ke dalam daging hewan
potong lain.

8. Tdak mambayar retribusi.

S. Melakusan leblh dari  satu masam

pelangoaran.

B e e

Fazal 30 ¢/d 31
Fazal 32
Farr al 33 g/d M

e - S S T R ———

| cannan Sanksi maksimal
Kurungan Denda
30 rari Rp. 100.000;
15 bari Rp. 50.000,-
15 hari Rp. 100.000,-
€0 hari Rp. 200.000,-
€0 hari Rp. 200.00C,- @
€0 hari Rp. 200.000,- |
60 hari Rp. 200.000,- |
|
15 hari Ro. 100.000,- |
3 hari Rp. 300.200,-
Cukup ¥las.
Cukup jpelas. \)\’
Cukup jelas.
& de 200

Dipindai dengan CamScanner



